WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : w4 Tahun 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor
112 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2017, untuk pelaksanaannya perlu dilakukan
Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2017 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang

‘Pelaksanaan  Pemerintahan  Kotamadya  Solok dan

Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355) ;



10.

g

12.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 39);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual di Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kota
Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun
2010 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor
17);

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Nomor 19);



Menetapkan

25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor
112).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

(1)

Daerah adalah Kota Payakumbuh

Pemerintahan Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana
dimaksud dalam UUD RI 1945;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Payakumbubh;

DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

Anggaran Kas adalah anggaran yang menurut perkiraan Arus
Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus
Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode ;

PPKD adalah Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah ;

BUD adalah Bendahara Umum Daerah.

BAB II
ANGGARAN KAS
Pasal 2

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai



pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan
dana yang tercantum dalam DPPA-SKPD yang telah disahkan.

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat
perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan
dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituang lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 30 Verinmeo- Wb

;Vlt. WALIKOTA PAYAKUMBUH 77

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal *V “wewweyr ~o\o

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

/
~—//

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR W4



Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor  : \\&yTahun 2016
Tentang - Penetapan Anggaran Kas
Daerah Kota | Payakumbuh
Tahun Anggaran 2017.
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH '
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman : 1
Anggaran Tahun Triwgtan} Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Kode Rekening Uraian Ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Januari Februari — Maret April Mei Juni Juli _ Agustus — September Oktober Nopembx D
1 2 3 4 5 6 7
4, Pendapatan Daerah 732.632.934.067 | 80.617.490.827 44.996.179.880| 80.468.526.680| 115.082.816.162| 48.790.398,958| 100.468.526.680( 57.118.675.559| 29.288.376.580| 80.468.526.680| 12.873.684.201| 74.590.505.093| 7 .869.226.767
4.1, Pendapatan Asli Daerah 94.430.804.067 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300 7.869.234.300| 7.869.226.767
4.1.1, Hasil Pajak Daerah 12.366.836.939 |  1.030.569.900 1.030.569.900|  1.030,569.900|  1.030.569.900 1.030.569.900(  1.030.569.900|  1.030.569.900|  1.030.569.900|  1.030.569.900|  1.030.569.900|  1.030.569.900| 1.030.568.039
4.1.1.01. Pajak Hotel 96.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000,000 8.000.000
4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 96.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000,000
4.1.1.02. Pajak Restoran 2.000.000.000 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.700 166.666.300
4.1.1.02.01. Restoran 1.100.000.000 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.700 91.666.300
4.1.1.02.02. Rumah Makan 802.000.000 66.833.300 66.833.300 66.833.300 66.833.300 66.833.300 66.833,300 66.833.300 66.833.300 66.833.300 66.833.300 66.833.300 66.833.700
4.1.1.02.03. Café 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
4.1.1.02.04, Kantin 80.000.000 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.700 6.666.300
4.1.1.03. Pajak Hiburan 66.600.000 5.550.100 5.550,100 5.550.100 5.550.100 5.550.100 5.550.100 5.550.100 5.550.100 5.550.100 5.550.100 5.550.100 5.548.900
4.1.1.03.01. Tontonan Filmy Bioskop 100.000 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.700
4.1.1.03.09. Sirkus, Akrobat dan atau Sulap 500.000 41.700 41,700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41,700 41.300
4.1.1.03.13. Pacuan Kuda 10.000.000 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 £33.300 833.300 833.300 833.700
4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 2.000.000 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 - 166.700 166.700 166.300
4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 50.000.000 4.166.700 4,166,700 4.166.700 4,166.700 4.166.700 4.166.700 4.166.700 4,166.700 4.166.700 4.166.700 4.166.700 4.166.300
4.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa 1.500.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 2.000.000 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.300
4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 500.000 41.700 41,700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.300
4.1.1.04. Pajak Reklame 277.000.000 23.083.400 23.083.400 23.083.400 23.083.400 23,083,400 23,083.400 23.083.400 23.083.400 23.083.400 Nw.nﬂu..gn 23.083.400 23.082.600
4.1.1.04.01. Reklame PaparyBill Board/Videotron/megatron dan sejenisnya 245.000.000 20.416.700 20.416.700 20.416.700 20,416,700 20.416.700 20.416.700 20.416.700 20.416.700 20.416.700 20.416.700 20.416.700 20.416.300
4.1.1.04.02. Reklame Kain 30.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker 2.000.000 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 166.300
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 5.250.000.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000( 437.500.000 437.500.000 437.500.000
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 5.250.000.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437.500.000 437,500,000
4.1.1.06. Pajak mineral bukan logam dan batuan 150.736.939 12.561.400 12.561.400 12.561.400 12.561.400 12.561.400 12.561.400 12.561.400 12.561.400 12.561.400| ' 12.561.400 12.561.400 12.561.539
4.1.1.06.01. Pajak mineral bukan logam dan batuan. 63.593.272 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.400 5.299.872
4.1.1.06.06, Pasir 13.052.650 1.087.700 1.087.700 1.087.700 1.087.700 1.087.700 1.087.700 1.087.700 1.087.700 1.087.700f % - 1.087.700 1.087.700 1.087.950
4.1.1.06.23, pasir dan kerikil 74.091.017 6.174.300 6.174.300 6.174.300 6.174.300 6.174.300 6.174.300 6.174.300 6.174.300 6.174.300) <" - 6.174.300 6.174.300 6.173.717
4.1.1.07. Pajak Parkir 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500:000 1.500.000 1.500.000
4,1.1.07.01. Pajak Pariir. 18.000.000 1.500.000 1.500,000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1,500,000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
4.1.1.08. Pajak Air tanah 8.500.000 708.300 708.300 708.300 708.300 708.300 708.300 708.300 708.300 708.300 ' 708.300 708.300 708.700




Halaman : 223

1 2 3 4 5 6 7
2.01.2.03.01.20.05.5.2.4 Belanja Premi Asuransi JKK/JKM 6.636.000 6.636.000 - - - = = = & = =
2.01.2.03.01.22. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 885.231.000 297.338.125 - - 196.890.125 = ] 205.876.125 = L] 185.126.625 - -
2.01.2.03.01.22.02. | Penyuluhan GEMARIKAN 87.840.000 17.051.500 - - 22.840.500 * 4 34.078.500 * s 13.869.500 = -
2.01.2.03.01.22.02.5.2.] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.830.000 2.457.500 - - 2,457,500 = = 2.457.500 2 2 2.457.500 s -
2.01.2.03.01.22.02.5.2.9 Belanja alat tulis kantor 836.000 200.000 - . 200,000 . 7 200,000 * = 236.000 %
2.01.2.03.01.22.02.5.2.4 Belanja Spanduk/Vande/Plakat 644.000 = < P 644,000 o - - - - 2 - .
2,01.2.03.01.22.02.5.2.] Belanja Bahan Percontohan 7.300.000 - o - - - - 7.300.000 - - . - R
2.01.2.03.01.22.02.5.2.4 Belanja Jasa Instruktur / Narasumber / Moderator 1.650.000 - - - - 5 - 1.650.000 = > 2 s -
2.01.2.03.01.22,02.5.2.7 Belanja Uang Saku 1.200.000 . - . - . - 1.200.000 - g g % :
2.01.2.03.01.22.02.5.2.4 Belanja Jasa Juri 750.000 - . N = - - 750.000 - - - % 2
2.01.2.03.01.22.02.5.2.4 Belanja Penggandaan 200.000 200.000 - - - ) ® " : e o - -
2.01.2.03.01.22.02.5.2. Belanja Penijilidan (+ Cover) 80.000 80.000 - - - = = ® - - = = -
2.01.2.03.01.22.02.5.2.] Belanja sewa meja kursi 2.750.000 - - - - = . 2.750.000 - . ¢ : -
2,01.2.03.01.22.02.5.2.4 Belanja sewa tenda 2.760.000 - = - - - - 2.760.000 - - - - &
2.01.2.03.01.22.02.5.2.] Belanja Sewa Peralatan Memasak 1.500.000 . " . . - - 1.500.000 - - - - .
2.01.2.03.01.22.02.5.2.] Belanja makanan dan minuman rapat 8.800.000 2.200.000 - - 2.200.000 - - 2.200.000 " y 2.200.000 & -
2,01.2.03,01,22.02.5.2.4 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000 2.250.000 - - 4.500.000 2 4.500.000 . - 4.800.000 = -
2.01.2.03.01.22.02.5.2.4 Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 2.650.000 - - - - = 4 2.650.000 - - o A a
2,01.2.03,01.22.03. | Peningkatan SDM penyuluh dan kelompok pembudidaya ikan 190.110.000 115.314.000 - - 15.860.000 - = 31.720.000 = = 27.216.000 = -
2.01.2.03.01.22.03.5.2.4 Belanja alat tulis kantor 158.000 158.000 - - - = L : s g & o -
2.01.2.03.01.22.03.5.2. Belanja Kontribusi 20.000.000 20.000.000 - - £ . - - - - - - .
2.01.2.03.01.22.03.5.2.4 Belanja Penggandaan 107.000 107.000 - . X - - - - - - - -
2.01.2.03.01.22.03.5.2.1 Belanja Penijilidan (+ Cover) 49.000 49.000 - a - - - = - - - - =
2.01.2,03.01.22.03.5.2.1 Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.796.000 - - - 15.860.000 = 2 31.720.000 = C 27.216.000 s -
2.01.2,03.01.23. Program optimalisasi pengelolaan dan p ran produksi 34.469.000 6.391.875 - - 6.291.875 i “ 12.926.875 » * 8.858.375 = -
perikanan
2.01.2.03.01.23.03. gemb pengol hasil perikanan 34.469.000 6.391.875 ! = 6.291.875 - - 12.926.875 - - 8.858.375 - -
2.01.2.03.01.23.03.5.2.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.467.500 2.616.875 - - 2.616.875 - b 2.616.875 5 b 2.616.875 A -
2.01.2.03.01.23.03.5.2.4 Belanja alat tulis kantor 1.316.500 300.000 - - 300.000 o o 350.000 - . 366.500 = -
2.01,2.03.01.23.03.5.2.4 Belana Accessories Komputer 585,000 - - - . - - 585.000 - - - - -
2.01.2.03.01.23.03.5.2.4 Belanja Spanduk/Vande/Plakat 410.000 410.000 - - - = o " - - = g -
2.01.2.03.01.23.03.5.2.4 Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 3.000.000 750.000 - - 750.000 * ® 750.000 * : 750.000 . -
2.01.2.03.01.23.03.5.2.4 Belanja Dokumentasi 150.000 150.000 5 2 2 - & & . . - o .
2.01.2.03.01.23.03.5.2. Belanja Jasa Instruktur / Narasumber / Moderator 1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - - - - -
2.01.2.03.01.23.03.5.2.1 Belanja Uang Saku 3,000,000 - - . ] - - 3,000.000 - - - - 5
2.01.2.03.01.23.03.5.2.4 Belanja Penggandaan 220.000 220.000 - - - - = =) = = - o -
2,01.2.03.01.23.03.5.2. Belanja Penjilidan (+ Cover) 220.000 220.000 - - - - i & - - = = -
2.01.2.03.01.23.03.5.2. Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000 825.000 - - 825.000 . . 825.000 . 4 825.000 ) -
2.01.2.03.01.23.03.5.2.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10,600,000 900,000 - - 1,800,000 . = 3.600.000 G i 4.300.000 - -
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 413.784.951.357 | 73.435.313.846 | 28.107.719.998| 13.824.858.943| 148,971.823.506| 6.786.153.021| 13.465.301.063| 79.108.666.753|  3.045.727.858| 3.359.707.708| 40.152.177.670| 2.777.234.076 750.266.915
Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 413.784.951.357,00 115.367.892.787,00 169.223.277.590,00 85,514.102.319,00 43.679.678.661,00
Jumlah belanja tidak langsung dan belanj; 740.923.803.866,00 206.082.197.387,00 272.632.611.599,00 166.875.578.819,00 95.333.416.061,00

langsung per Triwulan

Sisa kas setalah dikurangi belanja langsung dan
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